
BUPATIBANGKALAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BANGKALAN 
NOMOR 8 TAHUN 2018 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2017 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKALAN, 

Menimbang: bahwa berdasarkan surat usulan dari BPKAD tanggal, 28 Februari 
2018 Nomor: 910/0371/433.204/2018 perihal: Usulan Perubahan 
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 ten tang Penjabaran APBD 
Tahun Anggaran 2018, serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 33 Tahun 2017 ten tang Pedoman Penyusunan APBD 
Tahun Anggaran 2018, mengamanatkan bahwa program dan 
Kegia tan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, 
Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Propinsi Papua 
dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan Dana 
Transfer Lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta 
pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ a tau mendesak 
lainnya yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan 
dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan 
diberitahukan kepada pimpinan DPRD, maka perlu mengubah 
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pem eriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembara n 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Ta mba han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta h a n Daera h 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paja k Daera h 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembara n Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem bentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lemba ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamba han Lemba ra n Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tenta ng Desa (Lemba ra n 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diuba h terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lemba ra n Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tenta ng Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 268, Tambahan Lemba ra n Nega ra Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah da n Wa kil Kepa la Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan da n Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tamba h a n Lemba ra n Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana tela h d iubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembara n 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972 ); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Pera tu ran 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
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Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 2015 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5694); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang cJaminan 
Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 212, Tambahan Lemnaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5740); 

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi cJaminan 
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 81); 

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 253); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 541); 

30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 59); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 874); 
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bangkalan Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2014 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 24); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan 
Tahun 2010 Nomor 1/B) sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2013; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 
2014; 

35. Peraturan Dacrah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 
Tahun 2013; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C); 

37. Peraturan Dacrah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bcrngkalan Tahun 2010 Nomor 1/E); 

38. Peraturan Dacrah Kabupaten Bangkal/3.n Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Daerah Kabupa ten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 7 /E); 

39. Peraturan Dacrah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2013-20 18 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka lan 
Tahun 2013 Nomor 1/E); 

40. Peraturan Dacrah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Pembcntukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah 
dan Wakil Kcpala Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 5/E); 

41. Peraturan Dacrah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Penye rtaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik 
Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat 
(Lembaran Dncrah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 

6/E); 
42. Peraturan Docrah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 

ten tang Pem bentukan dan Susunan Perangkat Daera h 
(Lembaran Dnerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 
1/D, Tambah nn Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 
37); 
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43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 
2017 Nomor 4/ A); 

44. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2018 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 
2017 Nomor 8/A). 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasall 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018, diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, 
terdiri dari: 

1. Pendapatan Daerah 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

2. Belanja Daerah 
a. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Bunga 
3. Belanja Subsidi 
4. Belanja Hibah 
5. Belanja Bantuan Sosial 
6. Belanja Bagi Hasil kpd prov /kab/ 

kota & pemdes 
7. Belanja Bantuan Keuangan kpd 

prov/ kab / kota,pemdes&Parpol 
8. Belanja Tidak Terduga 

Jumlah 

Rp.207 .660. 709. 799, 99; 
Rp. l .399.406.682.603,00; 

Rp.4 73.409.106.730,27; 
Rp.2.080.4 76.499.133,26; 

Rp.826.210.074.376,72; 
Rp.3.383.431.682,00; 

Rp.0,00; 
Rp.56.463.159.206,00; 

Rp.200.000.000,00; 

Rp.4.788.289.757,00; 

Rp.381.730.814.206,90; 
Rp.1.000.000.000,00; 

Rp. l.273.775.769.228,62; 
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b. Belanja Langsung 
1. Belanja Pegawai/ personalia 
2. Belanja Barang dan Jasa 
3 . Belanja Modal 

Jumlah 

Jumlah Belanja 
Surplus/ (Defisit) 

3 . Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 
b . Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan 

Rp.279.671. 939.565,60; 
Rp.308.800.487. 789,20; 
Rp.341.550.663.885 170; 
Rp. 930.023.091 .240,50. 

Rp.2.203.798.860.469 1 12. 
Rp.(123.322.361.335,86). 

Rp.154.556.040.563,86; 
Rp.31.233.679.228,00. 

Rp.123.322.361.335 186. 

Rp0,00 . 

2 . Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 2 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari: 
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 
2. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018; 
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran 

4. Lampiran IV 

Alokasi Hibah yang Diterima Tahun Anggaran 
2018;dan 
Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran 
Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima Tahun 
Anggaran 2018. 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal3 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2018 dituangkan lebih lanjut dalam 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bangkalan. 

Ditetapkan di Bangkalan 

pada tanggal O 2 HAR 2018 

MUN IBNU FUAD 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018 

NOMOR 1/A· 


